
KEPUTUSAN MENTEzu AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR T.T6yTAHUN 20ls

TENTANG
PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA

Menimbang : a,

c.

b.

Mengingat : L

J.

5.

7,

8.

9.

4.

DARUSSALAM SII]NGGAM JAE

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan Madrasah yang bermutu
Perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum
untuk menyelenggarakan Madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
bahwa Madrasah yang tercantum dibawah ini telah memenuhi persyaratan
administratif,teknis dan kelayakan yang telah ditetapkan.
bahwa berdasarkan pertinrbangan sebagaimana dimaksud dalam hurufa dan b di
atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang
penetapan izin operasional pendirian Madrasah Aliyah Swasta pesantren

Darussalam Siunggam Jae

Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 )
Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen ( lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 157 tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4586 )
Poraturan pemerintahNomor l9 Tahun 2005 tentang standar nasional
pendidikan ( Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standai
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar pendidikan
Dasar (Lembaran . Negara Republik Indonesia Tahun 200g Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tuhan 2008 tentang pendanaan pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
Peraturan Pemerintah Nomor 7., i"ahun 2008 tentang Guru'(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 20rll: Nomor 194, Tambahan Lembaran Ne[ara
Republik Indonesia Nomor 4941);
Peraturan Nomor 17 Tahun 201 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan
Pendidikan (Lembaran Negara , .:publik Indonesia Tahun 2010 No;;r 23,
Tambahan Lembaran Negara Rr,ublik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana
telah_ diubah dengan Peraturan ,emerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturar, P, .erintah Nomor l7 Tahun 2010 tentan!
pengolahan dan Penyele. .'r, r pendidikan (Lembaran Negara Republi[
Indonesia Tahun 2010 ]r. ,12, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomcir 5 157);
Peraturan Menteri Pendidika,. ional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana
dan Pransarana Untuk Sekolai, rr / Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah
Pertama,Madrasah Tsanawiyai, r Sekolah Menengah Atas/lr4adrasah AI iya-h;
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor l5 Tahun 2010 tentang St;ndar
Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten./Kota sebagaimana telah diubah
menjadi Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri pendidikan Nasional Nomor l5 Tahun
2010 tentang Standar Pelayanan Minimal pendidikan di Kabupaten/Kota
Peraturan_ Menteri Agama Nomor 2 Tahun 200g tentang Siandar Kompetensi
Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islarn dan Bah-asa Arab di Madrasah;
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ll. Peraturan \{entcri Agarna Nonror I Tahun l0l3 tentang pengluasan N.latlrasalr
dan Pengawasan Pendidikcn Agtna Islarn prda Srt<ota-n lBerita h.egarLr
Republik lndoncsia Tahun 201I }iomor 106) sebagaimana telah diubah derigan
Peraturan Menteri Agama Nomor jl Tahun l0lj lent&ng pcrubahan Aras
Peratursn Mcnteri Agama Nomor 2 Tahun i0 r2 rcnrang penlawasan I'tarirasah
dan Pengawas Pendidikln Agama lslam padu Sekohh ftseriri Negara Republik
lndonesia J'shun 3013 Nomor 684);

ll. Pratur.an Mentmi Agama Nomor 90 Tshun l0 I 3 renrong pe ny.clenSgararn
Pendidikan Madrasah (Berita Ncgara Rrpublik hrdonesio Tahun 2013 Nonror
riSl);

13. Keputusan Direkrur Jenderal Pendidikan lslanr n*onror l,iBj Tahun 201{ tenrtng
petunjuk 'fcknis Pendirian Madrasoh/RA Yang diselenggarakan olelr
i\'lasyarlkar.
Surot Kepala Kantor Ketnenteriln Agltnl Kabuplten Padang Ltwas Nontor:
Kd.0?,28CrPP,00,6i l?18/1015 Tanggal 3 Desemb* :015 rent{ng Pennohonan
Rckomendasi Perpanjangan lzin Operasional N{adrasah Aliyah Stasta
Darussalanr Siungganr Jae

MEIUUTUSIi^N

Kf,PUTUS$ TUENTERI AGANIA REPUBLIK II,iDONESIA TENT.A.NC
PENETAPAN IZIN OPSRASIONAL PENDIRIAN I}IADRASAH ALIYA}I
SWASTA DARUSSALAM SIUNGGAIVT JAE

rllernberikan izin operesiofl{l pendirian ladrasalr liepada Madrasah sebagaimana

-tercentum . 
daiam Lampiran yang merupakan bagian tidak rcrpisshkan dari

Keputusan ini.
Ivladrasah Aliyah Swasta Seteluh jangka waktu 4 (enrpar) Trhun, Kcpalu
RA.ilr.ladrasah,1li\.nh yang bersangktrtan wajibl
r, Ntenyampaikari laporen perkembangan Mtrlrasah kepada Kepala .Kantor

Kernenreriln i\gama )ang met uat paling setlihit perhentbangan jurnlah pesena
didik, pelaksanaan kurikulum. pelaksonain pemenuhnrr stflndar sarsr& prasarana.

, don pelaksanaan penrenuhan sranrlar pendidik dan renuga kependidrkan dan ataub l'lerrgajukan pendaft*an 
'isirasi 

ahredirasi raudhqtui arhialrmndrasah kepada

* IJ,\P.S.l\l )esuti kctentuan pcr0tllran perundarrg_urrrjangarr.
Dllam hal perlernbirngurr Nladrasrh se bogainruna-ditnaksid datam Diktunr Kedua
nurur i 0tnrt0r nteDlenuhi stnndar pela!.unan rninirnal pen r.e lerr ggaraan pendidikln

ll:,::l:.,:::,,:lle;litasi.,scbag,rirn.rrre iinraksu,t Di}.runr Keaua'iuruf h rrrendapar
pernBN0r mrnrmar c, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam DiktumKes{t! tetap bdrhku.

P.,l.I tril perkenrbangarr lr{adrasah sebrerimana dirnahsud dalum Diktunr Kedua.urur a 0rnlliri nrc,rcnurri srarrdur,pcrayaaarr lrrinrnrai pcnrelcnggsnran perrr.iidirarr
d.ln 

,arau. 
hasil okreditasi sebagairnana dinraksud Dii<rurrr Ke?"ua huruf h ridlkrircnuspar pennglial m:ninlal c, maka izin opcrasion0l sebagairnrna dinuksucl dalanrDiktum Kesatu dicabut,

Keputusan ini mulqi bcrlahu pada rrnggal diretapkan.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 3l OCII,$@ 2015
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